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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan     hasil     penelitian    dan     pembahasan   yang telah 

diuraikan di atas, maka  penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kewenangan Penyidik Polres Lombok Barat terhadap Penyidikan Tindak 

Pidana Perjudian dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Acara Pidana 

dan Hukum pidana yaitu penanganan tindak  pidana  perjudian  oleh  

penyidik  Kepolisian  Resort Lombok Barat, dalam proses  pelaksanakan 

berdasarkan KUHAP dan Peraturan  Kapolri  Nomor  14  Tahun  2012  

tentang  Manajemen  Penyidikan Tindak Pidana beserta ketentuan Pasal 

303 Bis KUHP yang berbunyi dengan hukuman penjara selama-lamanya 

empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah 

dihukum : ayat (1) barang siapa mempergunakan kesempatan main judi 

yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 ; ayat (2) barang 

siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di 

tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang 

berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu. (2) Jika pada 

waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan 

putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu 

pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-

lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta 

rupiah. Penanganan tersangka di mulai dari adanya Laporan 
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Polisi/Pengaduan, melakukan penyergapan, melakukan penyelidikan, 

melakukan penyidikan, melakukan Penangkapan, melakukan 

penggeledahan dan penyitaan, melakukan Penahanan dan penyerahan 

berkas perkara kepada penuntut umum. 

2. Hambatan-hambatan penyidik dalam melakukan penyelidikan dan 

penyidikan terhadap tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres 

Lombok Barat terdiri atas hambatan internal dan eksternal harus diatasi. 

Hambatan internal antara lain Hambatan dana, kurangnya penguasaan 

teknologi di kalangan penyidik, keterbatasan jumlah personel untuk 

menangani perjudian ilegal, dan minimnya fasilitas pendukung. 

Hambatan eksternal antara lain kurangnya kesadaran masyarakat untuk 

berperan aktif dalam melaporkan perjudian ilegal. 

B. Saran-Saran   

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan  di atas  maka  penyusun  

memberikan  saran-saran  sebagai berikut :  

1. Hendaknya Kepolisian Polres Lombok barat dalam melakukan 

pembertansan tindak pidana perjudian memegang teguh ketentuan 

peraturan perundang-undagan lebih khusus lagi terhadap ketentuan Pasal 

303 Bis KUHP. 

2. Dalam rangka untuk mengatasi hambatan-hambatan Penyidik Kepolisian 

Polres Lombok Barat dalam melakukan penyidikan terhadap tindak 

pidana perjudian agar supaya melakukan kegiatan Patroli dan penyuluhan 

hukum terkait dengan bahayanya perjudian.  
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